GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI
DALAM PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN

Menimbang

Mengingat

KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

: bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penyaluran beras
bersubsidi dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan
kemiskinan di Jawa Timur, perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Beras Bersubsidi Dalam Program Percepatan dan

Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam
Undang — Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan -
Peraturan Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan




Menetapkan

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1,
Seri E);

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Beras Bersubsidi Dalam Program
Percepatan Dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi

Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI DALAM PROGRAM
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I



Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun

2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Beras Bersubsidi Dalam

Program Percepatan Dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi Jawa Timur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 2

Dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan
kemiskinan di Provinsi, Pemerintah Provinsi melakukan
penyaluran Beras Bersubsidi.

Beras Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan beras dengan harga yang diintervensi Pemerintah
Provinsi.

Dalam penyaluran Beras Bersubsidi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Gubernur menugaskan Dinas Sosial.

Pelaksanaan penyaluran Beras Bersubsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bidang dan/atau Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial.

Dalam hal pelaksanaan penyaluran Beras Bersubsidi dilakukan
oleh Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku Kuasa Pengguna
Anggaran dapat menerima dan mempertanggungjawabkan
anggaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pada Dinas

Sosial.

Pasal II



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Januari 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Januari 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI E.



